











2.1	Sejarah Perkembangan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karanganom, Klaten
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten terletak diatas tanah seluas 800 m2 didesa mbabrik, karangan,  karanganom, Kantor ini berdiri pada tahun 1963 dengan menggunakan dana sokongan dan partisipasi dari para guru dan karyawan serta masyarakat setempat, pembuatan gedung ini dilakukan secara gotong royong, tanah yang ditempati adalah tanah wakaf.
Pada awalnya Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karanganom membawahi 23 Sekolah Dasar,  3 Sekolah Menengah Pertama, Dengan adanya perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk serta adanya tuntutan pendidikan yang lebih layak saat ini Kantor Departemen pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten membawahi 47 Prasekolah (TK), 43 Sekolah Dasar, 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 Sekolah Menengah Umum (SMU).
Gedung yang ada di Kantor Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari gedung kesenian, gedung koperasi, gedung moshola, dan masih banyak lagi ruangan-ruangan yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Sarana dan prasarana serta sistem yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasioanal masih menggunakan cara manual, termasuk dalam pengolahan pajak penghasilan. Sebagai Putra Daerah penulis ingin menciptakan Sistem pengolahan data penggajian dan pajak penghasilan secara komputerisasi.

2.2	Susunan Organisasi
Susunan organisasi adalah susunan dari pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya susunan organisasi akan mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan, dan melakukan pendekatan dengan bawahan.

2.3	Struktur Organisasi











KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN KARANGANOM, KLATEN

2.4	Gambaran Umum tentang Perpajakan
2.4.1	Definisi Pajak
Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang “Pajak” yang di kemukakan oleh para ahli dan berkenaan dengan hal ini, maka akan dikemukakan 2 definisi saja:
	Menurut Prof.Dr.P.J.A.Adriani
Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

	Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.4.2	Definisi Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi sumber keuangan Negara (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend). Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan dari masing-masing fungsi pajak:
1.	Fungsi Sumber Keuangan Negara ( Budgetair)
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 
2.	Fungsi Mengatur ( Regulered )
Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.4.3	Definisi Wajib Pajak
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.
Kewajiban wajib pajak menurut undang-undang nomor 16 Tahun 2000 adalah:
1.	Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2.	Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3.	Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya kembali ke Kantor Pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4.	Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:
1.	Mengajukan surat keberatan dan banding.
2.	Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan surat pemberitahuan pajak.
3.	Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
4.	Memberi kuasa pada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.4.4	Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

2.4.5	Tarif Pajak Penghasilan
Tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung pajak penghasilan PPh Pasal 21 untuk orang pribadi berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh, dengan ketentuan sebagai berikut:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan Kena Pajak Rp0,00 s/d Rp 25.000.000,00Diatas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00Diatas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00Diatas Rp 200.000.000,00 	5%10%15%25%35%

2.4.6	Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh dengan cara Gaji Netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak terdiri atas Diri Wajib Pajak pribadi, tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah Kawin, Tanggunagan, jumlah maksimum untuk tanggunagan adalah 3. Besarnya PTKP ditentukan dengan pedoman sebagai berikut:
Status Wajib Pajak	Setahun	Sebulan
Untuk diri Wajib PajakTambahan untuk pegawai kawinTambahan untuk setiap anggota keluarga (maksimum 3 orang)	Rp 2.880.000,00Rp 1.440.000,00Rp 1.440.000,00	Rp 240.000,00Rp 120.000,00Rp 120.000,00

Hal yang perlu diperhatikan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak Wanita, yaitu:
1.	Dalam hal Wajib Pajak adalah wanita kawin dan suami menerima atau memperoleh penghasilan, PTKP setahun yang diberikan kepadanya hanya untuk dirinya sendiri yaitu sebesar Rp 2.880.000,00
2.	Dalam hal Wajib Pajak adalah wanita kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima penghasilan, kepadanya diberikan tambahan PTKP untuk suami dan jumlah tanggungan anak maksimal 3.
3.	Dalam hal Wajib Pajak tidak kawin, maka besarnya PTKP selain untuk dirinya sendiri juga ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya maksimal 3. 

2.4.7	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
Berdasarkan pengertian diatas, Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan:
a.	Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
b.	Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan.
c.	Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan.
d.	Mendapat pelayanan dari instansi tertentu.

2.4.8	Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi SPT menurut penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No.16 Tahun 2000, adalah:
a.	Bagi wajib pajak peghasilan, SPT PPh berfungsi sebagai sarana untuk:
	Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
	Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam  1 ( satu ) Tahun pajak atau bagian Tahun pajak;
	Melaporkan pendapatan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban;
	Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa pajak

2.4.9	Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	




Dari penghasilan yang diterima selama sebulan akan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, gaji pokok yang telah ditambah tunjangan dan dikurang potongan juga dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan iuran THT (Tunjangan Hari Tua) Perhitungan pemotongan pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap yang menerima gaji bulanan.
Langkah-langkah menghitung Pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:
1.	Menghitung gaji bruto atau gaji kotor sebulan, yaitu gaji pokok sebulan ditambah tunjangan lainnya yang merupakan penghasilan dikenakan pajak, tunjangan yang diberikan di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karanganom, Klaten yaitu sebagai berikut:
	Tunjangan Kawin (Suami/Istri) yaitu 10% dari gaji pokok.
	Tunjangan anak (maxsimal 3) yaitu @ 2% dari gaji pokok.
	Tunjangan Fungsional yaitu 26% dari gaji pokok.
	Tunjangan Beras yaitu 9% dari gaji pokok.
	Tunjangan askes yaitu 0,6% dari gaji pokok.
	Tunjangan PPh yaitu 4% dari gaji pokok.

2.	Menghitung besarnya gaji neto sebulan yaitu penghasilan bruto dikurang dengan pengurangan yang diperkenankan, terdiri dari:
	Biaya Jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi tingginya maksimal Rp 1.296.000 setahun atau Rp 108.000 sebulan.
	Iuran yang berkaitan dengan gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, yaitu sebesar 5% dari gaji pokok, maksimal Rp 432.000 setahun atau Rp 36.000 sebulan.
	Potongan-potongan yang di perbolehkan, yang terdiri dari:
	Potongan IWP yaitu 11% dari gaji pokok.
	Potongan Taperum yaitu 0,5% dari gaji pokok.
	Potongan Askes yaitu 0,6% dari gaji pokok.
	Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya yaitu:
	Untuk wajib pajak pribadi yaitu Rp 2.880.000 setahun atau Rp 240.000 sebulan.
	Untuk wajib pajak kawin yaitu RP 1.440.000 setahun atau Rp 120.000 sebulan.
	Tambahan untuk setiap anggota keluarga maksimal 3 yaitu sebesar @ Rp 1.440.000 setahun atau Rp 120.000 sebulan.
3.	Menghitung besarnya gaji neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan 12
4.	Menghitung besarnya Pajak Panghasilan Pasal 21 setahun, yaitu tarif pajak pasal 17 tahun 2000 dikalikan penghasilan kena pajak.
5.	Menghitung Pemotongan PPH pasal 21 yaitu PPh Pasal 21 setahun dibagi 12 (jumlah bulan dalam setahun) 






4	Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	999,999	
5	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	999,999	




9	Jumlah Pengurangan (Jumlah 7&8)		999,999
	Penghasilan PPh Pasal 21		
10	Penghasilan Netto sebulan (6-9)		999,999
11	Penghasilan netto setahun (10 x 12 bulan)		999,999
12	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		999,999
13	Penghasilan Kena Pajak Setahun (11-12)		999,999
14	PPh Pasal 21 terutang (13 x tarif pasal 21)		999,999
15	PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14: 12 bulan)		999,999

Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap Perhitungan Pajak (PPh) Pasal 21 berikut contoh kasus dengan penyelesaiannya:

Contoh Kasus
1.	Untuk Pegawai adalah Wanita Kawin, suami tidak berpenghasilan.
	Dian adalah seorang Pegawai Negeri Sipil golongan 4A dengan status menikah, mempunyai 1 anak. Dian menerima gaji sebulan Rp 1.500.000 sebulan. Dian juga menerima Tunjangan PPh sebesar 4% dari gaji pokok, tunjangan fungsional sebesar 26% dari gaji pokok, Dian juga harus membayar iuran pensiun sebesar 10% dari gaji pokok. Berdasarkan surat keterangan Pemda setempat diketahui bahwa suami Dian tidak mempunyai penghasilan apapun.
Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:
Gaji Sebulan						Rp 1.500.000
Tunjangan PPh:
	4% x Rp 1.500.000   = Rp 60.000
Tunjangan Fungsional:
	26% x Rp 1.500.000 = Rp 390.000 (+)
							Rp    450.000 (+)
Penghasilan Bruto sebulan				Rp 1.950.000
Pengurangan
Biaya Jabatan:
	5% x Rp 1.950.000  = Rp 97.500
Iuran Pensiun:
	5% x Rp 1.500.000 = Rp 36.000 ( +)
							Rp   133.500 (-)
Penghasilan Neto sebulan				Rp 1.816.500
Penghasilan Neto setahun:
	12 x Rp 1.816.500				Rp 21.798.000
PTKP setahun:
	Untuk WP sendiri	Rp 2.880.000
	Tambahan WP Kawin	Rp 1.440.000
	Tambahan 1 anak	Rp 1.440.000(+)
							Rp   5.760.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 16.038.000
PPh Pasal 21 Terutang:
	5% x Rp16.038.000	=  Rp 801.900
PPh Pasal 21 sebulan:
	Rp 801.900 : 12	=  Rp   66.825

2.	Untuk Pegawai adalah Wanita kawin, suami berpenghasilan.
	Anti adalah seorang Pegawai Negeri Sipil golongan 3B dengan status menikah, mempunyai 3 anak, dan suaminya bekerja di perusahaan kontraktor. Anti menerima gaji sebulan Rp 1.200.000 sebulan. Anti juga menerima Tunjangan PPh sebesar 4% dari gaji pokok, tunjangan fungsional sebesar 26% dari gaji pokok, Anti juga harus membayar iuran pensiun sebesar 5% dari gaji pokok. 
Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:
Gaji Sebulan						Rp 1.200.000
Tunjangan PPh:
	4% x Rp 1.200.000   = Rp 48.000
Tunjangan Fungsional:
	26% x Rp 1.200.000 = Rp 312.000 (+)
							Rp    360.000 (+)
Penghasilan Bruto sebulan				Rp 1.560.000
Pengurangan
Biaya Jabatan:
	5% x Rp 1.560.000  = Rp 78.000
Iuran Pensiun:
	5% x Rp 1.200.000 = Rp   36.000 ( +)
							Rp    114.000 (-)
Penghasilan Neto sebulan				Rp 1.446.000

Penghasilan Neto setahun:
	12 x Rp 1.446.000				Rp 17.352.000
PTKP setahun:
	Untuk WP sendiri	Rp 2.880.000
							Rp   2.880.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 14.472.000
PPh Pasal 21 Terutang:
	5% x Rp14.472.000	=  Rp 723.600
PPh Pasal 21 sebulan:
	Rp 723.600 : 12	=  Rp 60.300
3.	Untuk Pegawai adalah Pria.
Agus seorang  Pegawai Negri Sipil golongan 4A status (K/3) mendapat gaji sebulan Rp 1.500.000, Agus juga mendapatkan tunjangan yang berupa tunjangan PPh sebesar 4%, tunjangan fungsional sebesar 26%, tunjangan beras sebesar 9%, tunjangan askes sebesar 0,6%, tunjangan anak sebesar @ 2%, tunjangan istri 10%, Agus juga harus membayar beberapa potongan yang berupa potongan askes sebesar 0,6%, potongan taperum sebesar 0,5%, potongan IWP sebesar 11%, Agus juga harus membayar iuran pensiun sebesar 5%.
Gaji Sebulan						Rp 1.500.000
Tunjangan PPh:
	4% x Rp 1.500.000   = Rp 60.000
Tunjangan Beras
	9% x Rp 1.500.000   = Rp 135.000
Tunjangan Askes
	0,6% x Rp 1.500.000 = Rp   9.000
Tunjangan Anak
	2%x Rp 1.500.000 x 3 = Rp 90.000
Tunjangan Istri
	10% x Rp 1.500.000 = Rp 150.000
Tunjangan Fungsional:
	26% x Rp 1.500.000 = Rp 390.000 (+)
							Rp    834.000 (+)
Penghasilan Bruto sebulan				Rp  2.334.000
Pengurangan
Biaya Jabatan:
	5% x Rp 2.334.000  =   Rp 108.000
Iuran Pensiun:
	5% x Rp 1.500.000  =   Rp  36.000 
Potongan Taperum 
	0,5% x Rp 1.500.000 =   Rp 7.500
Potongan IWP
	11% x Rp 1.500.000 = Rp 165.000
Potongan Askes
	0,6% x Rp 1.500.000 = Rp   9.000 (+)

							Rp   325.500 (-)
Penghasilan Neto sebulan				Rp 2.008.500
Penghasilan Neto setahun:
	12 x Rp 2.008.500				Rp 24.102.000
PTKP setahun:
	Untuk WP sendiri	Rp 2.880.000
	Tambahan WP Kawin	Rp 1.440.000
	Tambahan 3 anak	Rp 4.320.000(+)
							Rp   8.640.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 15.462.000
PPh Pasal 21 Terutang:
	5% x Rp15.462.000	=  Rp 773.100
PPh Pasal 21 sebulan:
	Rp 773.100 : 12	=  Rp   64.425

2.4.10	Jurnal Penyesuaian PPh Pasal 21 Perbulan
Jurnal Penyesuaian digunakan untuk mencatat saat perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan dan setelah pajak Penghasilan disetorkan ke Dirjen Pajak. Berikut ini adalah skema Jurnal Penyesuaian:
Jurnal Saat Perhitungan dan Pemotongan Pajak berdasarkan contoh kasus diatas:
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit




Jurnal setelah pajak disetorkan ke Dirjen perpajakan:
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
2004September	25	Utang PPh Pasal 21           Kas	56.100	56.100

2.5	Gambaran tentang Delphi 6.0 dan SQL.
2.5.1	Pengertian Delphi 6.0.
Delphi merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bekerja di bawah lingkup sistem operasi Windows, dimana Delphi memberikan fasilitas-fasilitas pembuatan aplikasi visual.
Dengan menggunakan Delphi dapat membuat aplikasi berbasis Windows dengan beberapa keunggulan, yaitu pada produktifitas, kualitas, pengembangan perangkat lunak, kecepatan compiler, pola desain yang menarik serta diperkuat dengan bahasa pemrograman yang terstruktur dalam struktur bahasa pemrograman Object Pascal.
Kemampuan Delphi dapat digunakan untuk merancang program aplikasi yang memiliki tampilan seperti program aplikasi lain yang berbasis Windows. Khusus untuk pemrograman database, Delphi menyediakan fasilitas objek yang kuat dan lengkap yang memudahkan programmer membuat program untuk aplikasi database. Format database yang dimiliki Delphi yaitu format database Paradox, dBase, MS.Access, ODBC, SyBASE, Oracle, SQL, dan lain-lain.

2.5.2	Pengertian SQL.
SQL singkatan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa  query standar yang digunakan untuk mengakses basis data relasional. Kemampuan SQL query mencakup antara lain:
1.	Pendefinisian struktur data,
2.	Pengubahan data,
3.	Pengaturan sekuritas, dan lain-lain.
Elemen dasar SQL mencakup pernyataan, nama, tipe data, konstanta, ekspresi, dan fungsi bawaan. Untuk lebih jelas berikut pengertian dari masing-masing elemen:
1.	Pernyataan
Pernyataan adalah perintah SQL yang meminta tindakan kepada DBMS. 
2.	Nama
Nama digunakan sebagai identitas bagi objek-objek pada DBMS.
3.	Tipe Data
Setiap data memiliki tipe data. Beberapa tipe standar yaitu CHAR, INTEGER, NUMERIC.
4.	Konstanta
Konstanta menyatakan nilai yang tetap.
5.	Ekspresi
Ekspresi adalah segala sesuatu yang menghasilkan nilai. Ekspresi digunakan untuk menghitung nilai.	

6.	Fungsi Bawaan
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